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TENTANG 
 

MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN  

Menimbang 
 

: a. 
 

bahwa dalam rangka pemberdayaan Unit Pelayanan Publik dan percepatan 
pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Maklumat 
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 
Kabupaten Padang Pariaman ; 

 
 

 b. 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka perlu metetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanama Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tentang Maklumat Pelayanan Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 
Pariaman. 

Mengingat 
 
 

: 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman 
Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4187); 

  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4724); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

  8. 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 9. Peraturan Pemerintah ............... 
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